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Abstract:		
The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 determine	 and	 explain	 the	 legal	
force	 of	 urine	 tests	 in	 assisting	 the	 investigation	 of	 drug	 abuse	
cases	and	the	factors	that	influence	the	results	of	urine	tests	in	the	
investigation	of	drug	abuse	cases.	In	this	study,	 legal	regulations	
and	the	reality	in	the	field	will	be	analyzed	to	provide	answers	to	
the	questions	 raised.	This	 study	uses	an	empirical	 legal	 research	
method,	 with	 the	 research	 location	 at	 the	 National	 Narcotics	
Agency	of	South	Sulawesi	Province.	Data	were	collected	 through	
interview	 techniques	 and	 library	 studies,	 which	 were	 then	
analyzed	 qualitatively	 descriptively.	 The	 results	 of	 the	 study	
indicate	 that	 the	 legal	 force	 of	 urine	 tests	 in	 assisting	 the	
investigation	 of	 drug	 abuse	 cases	 lies	 in	 the	written	 evidence	 of	
Article	184	of	the	Criminal	Procedure	Code	(KUHAP).	However,	the	
legal	force	of	urine	tests	cannot	stand	alone	as	evidence	but	there	
must	 be	 other	 evidence,	 such	 as	witness	 statements	 or	 evidence.	
This	is	due	to	the	inaccuracy	of	urine	tests.	This	is	influenced	by	a	
number	of	factors	such	as	the	use	of	certain	drugs,	adding	water	
to	 urine	 samples	 to	 dilute	 urine,	 consuming	 food	 or	 ingesting	
disguised	 substances,	 urine	 storage	 temperature,	 and	 delays	 in	
urine	 test	 investigators.	Writing	 recommendations,	 the	National	
Narcotics	 Agency	 needs	 to	 consider	 other	 tests	 that	 are	 more	
effective	 than	 urine	 tests,	 such	 as	 blood	 tests	 that	 can	 detect	
chemicals	 quickly	 and	 more	 accurately.	 The	 National	 Narcotics	
Agency	also	needs	to	strengthen	facilities	and	infrastructure	such	
as	 providing	 portable	 laboratories	 and	 operational	 vehicles	 to	
speed	up	the	investigation	process	and	avoid	delays	in	urine	tests.	
Keywords:	 Evidence	 of	 Narcotics	 Investigation;	 Narcotics	 Abuse;	
Urine	Test.	
 

Abstrak:		
Tujuan	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 mengetahui	 dan	
menjelaskan	 kekuatan	 hukum	 uji	 urine	 dalam	 membantu	
penyidikan	 kasus	 penyalahgunaan	 narkotika	 serta	 faktor-faktor	
yang	 memengaruhi	 hasil	 uji	 urine	 dalam	 penyidikan	 kasus	
penyalagunaan	 narkotika.	 Di	 dalam	 penelitian	 ini	 peraturan	
hukum	 dan	 kenyataan	 di	 lapangan	 akan	 dianalisis	 untuk	
memberikan	jawaban	atas	persoalan	yang	diajukan.	Penelitian	ini	
menggunakan	 metode	 penelitian	 hukum	 empiris,	 dengan	 lokasi	
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penelitian	di	Badan	Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan.	
Data	dikumpulkan	melalui	teknik	wawancara	dan	studi	Pustaka,	
yang	 kemudian	 dianalisis	 secara	 kualitatif	 deskriptif.	 Hasil	
penelitian	 menunjukkan	 kekuatan	 hukum	 tes	 urine	 dalam	
membantu	 penyidikan	 kasus	 penyalagunaan	 narkotika	 terletak	
pada	 alat	 bukti	 surat	 pasal	 184	 Kitab	 Hukum	 Acara	 Pidana	
(KUHAP).	Namun	 kekuatan	 hukum	 tes	 urine	 tidak	 dapat	 berdiri	
tunggal	 sebagai	 alat	 bukti	 tetapi	 harus	 ada	 alat	 bukti	 lainnya,	
misalnya	keterangan	saksi	atau	barang	bukti.	Hal	ini,	disebabkan	
kurang	 akuratnya	 tes	 urine.	 Hal	 ini	 dipengaruhi	 oleh	 sejumlah	
faktor	seperti	penggunaan	obat-obat	tertentu,	menambahkan	air	
didalam	sampel	urine	untuk	mengencerkan	urine,	mengkonsumsi	
makanan	 atau	 melakukan	 ingesti	 zat	 penyamar,	 suhu	
penyimpanan	 urine,	 dan	 keterlambatan	 penyidik	 tes	 urine.	
Rekomendasi	 penulisan,	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 perlu	
mempertimbangkan	 tes	 lainnya	 yang	 lebih	 efektif	 daripada	 tes	
urine	 misalnya	 tes	 darah	 yang	 mampu	 mendeteksi	 zat	 kimia	
secara	 cepat	 dan	 lebih	 akurat.	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 juga	
perlu	 memperkuat	 sarana	 dan	 prasarana	 seperti	 menyediakan	
laboratorium	 portable	 dan	 kendaraan	 operational	 untuk	
mempercepat	proses	penyidikan	dan	menghindari	keterlambatan	
tes	urine.	
Kata	 Kunci:	 	 Alat	 Bukti	 Penyidikan	 Narkotika;	 Penyalagunaan	
Narkotika;	Tes	Urine.	
	

		
PENDAHULUAN		

Kejahatan	 narkoba	 adalah	 salah	 satu	 bentuk	 kejahatan	 yang	 sangat	 berbahaya,	
karena	dapat	menyebabkan	kerugian	fisik,	moral,	dan	sosial	bagi	generasi	muda	
sebagai	 penerus	 bangsa.	 Selain	 itu,	 penyalahgunaan	 narkoba	 juga	 mengancam	
keamanan	dan	ketertiban	umum.1	Kejahatan	merupakan	tindakan	yang	dilarang	
atau	diatur	oleh	undang-undang,	di	mana	pelakunya	dapat	diadili	dan	dihukum	
sesuai	dengan	ketentuan	hukum	yang	berlaku.2	Narkoba,	 atau	yang	merupakan	
singkatan	dari	Narkotika	dan	Obat	Berbahaya,	saat	ini	lebih	sering	dikenal	dengan	
istilah	NAPZA,	yang	berarti	Narkotika,	Psikotropika,	dan	Zat	Adiktif	Lainnya.	Istilah	
ini	 digagas	 oleh	 Kementerian	 Kesehatan	 Republik	 Indonesia.	 Penyalahgunaan	
narkoba	dapat	memiliki	dampak	yang	sangat	merugikan	bagi	kehidupan	individu	
yang	 terlibat.	 Salah	 satu	 konsekuensi	 yang	 sering	 ditemui	 adalah	 munculnya	
masalah	 kesehatan	 yang	 serius,	 serta	 risiko	 menghadapi	 hukuman	 penjara.	 Di	
samping	itu,	penggunaan	narkoba	juga	dapat	berdampak	negatif	pada	kesehatan	
mental	 seseorang.Pengguna	 narkoba	 sering	 kali	 rentan	 mengalami	 depresi,	
munculnya	ide	bunuh	diri,	serta	berbagai	masalah	kesehatan	mental	yang	serius,	
termasuk	gangguan	psikotik.3		

 
1 Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Narkotika. Jurist-Diction, 4(5), 1953. 
2 Hambali Thalib., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar, hlm. 1. 
3 Wijaya, Y. A., & Dewi, K. A. K. (2022). Analisis Tren Dan Permasalahan Narkoba Melalui Program 

Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Narkoba Ilegal (P4Gn). Ilmu Keperawatan Jiwa, 
3(6), 1–15. 
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Menurut	 para	 ahli	 kesehatan,	 narkotika	 ini	 tergolong	 dalam	 kategori	 obat	
psikotropika,	 yang	 umumnya	 digunakan	 untuk	 membius	 pasien	 saat	 menjalani	
operasi	atau	untuk	mengobati	berbagai	penyakit	tertentu.4	Narkotika	atau	obat-
obatan	terlarang	 ibarat	pisau	bermata	dua.	Di	satu	sisi,	mereka	dapat	berfungsi	
sebagai	 obat	 yang	 sangat	 berguna,	 sementara	 di	 sisi	 lain,	 mereka	 bisa	
menimbulkan	kerusakan	serius.	Salah	satu	contoh	yang	mencolok	adalah	morfin.	
Zat	 ini	 sangat	 efektif	 dalam	 mengatasi	 rasa	 nyeri,	 terutama	 saat	 menjalani	
prosedur	 bedah.	 Namun,	 apabila	 asupan	 morfin	 tidak	 diawasi	 secara	 ketat,	
toleransi	dan	ketergantungan	dapat	berkembang	dengan	sangat	cepat.	Pada	dosis	
tinggi,	morfin	bisa	menyebabkan	kolik	bilier	dan	ureter,	serta	menghambat	pusat	
pernapasan,	yang	berisiko	mengakibatkan	penyempitan	saluran	napas.	Kematian	
akibat	overdosis	morfin	biasanya	disebabkan	oleh	depresi	pernapasan.5	

	
Penggunaan	narkoba	dalam	dosis	tinggi	dan	dalam	jangka	waktu	yang	lama	dapat	
meingakibatkan	 keiteirgantungan	 fisik.	 Seilain	 itu,	 konsumsi	 jangka	 panjang	 juga	
beirpoteinsi	meinimbulkan	gangguan	baik	pada	aspeik	fisik	maupun	psikologis,	seirta	
peirubahan	peirilaku,	seipeirti	keiceindeirungan	untuk	beirsikap	antisosial	atau	teirlibat	
dalam	aktivitas	kriminal.	Hal	ini	seiring	kali	diseirtai	deingan	peinurunan	motivasi	
untuk	beilajar	atau	beikeirja,	bahkan	dapat	beirujung	pada	kondisi	keiseihatan	kronis	
seipeirti	heipatitis,	HIV/AIDS,	eindokarditis,	atau	malnutrisi.	
Jika	konsumsi	narkoba	meileibihi	batas	toleiransi,	risiko	yang	dihadapi	bisa	sangat	
seirius,	 teirmasuk	 koma	 atau	 bahkan	 keimatian.	 Di	 sisi	 lain,	 meingheintikan	
peinggunaan	 narkoba	 seicara	 tiba-tiba	 atau	 meingonsumsi	 dosis	 yang	 tidak	
meimadai	 dapat	 meingganggu	 keiseiimbangan	 sisteim	 tubuh.	 Situasi	 ini	 meimicu	
reiaksi	 tubuh	 yang	 beirlawanan	 deingan	 eifeik	 narkoba,	 yang	 dikeinal	 seibagai	
"sindrom	putus	zat".	Sindrom	ini	dapat	meinimbulkan	peindeiritaan	yang	beisar	dan	
meinjadi	 peinghalang	 bagi	 para	 peicandu	 yang	 beirusaha	 untuk	 teirbeibas	 dari	
keicanduan	meireika..6	
	
Meiskipun	 beirbahaya,	 kasus	 peinyalahgunaan	 narkoba	 di	 Indoneisia	 teirus	
meinunjukkan	 peiningkatan	 yang	 meingkhawatirkan.	 Meinurut	 Badan	 Narkotika	
Nasional	(BNN),	pada	tahun	2021	teirdapat	1.184	kasus	peinyalahgunaan	narkoba	
deingan	 1.483	 teirsangka.	 Angka	 ini	 meilonjak	 meinjadi	 1.350	 kasus	 pada	 tahun	
2022,	di	mana	teirdapat	1.748	teirsangka	dan	seikitar	12,4	ton	barang	bukti	yang	
beirhasil	 diamankan.	 Untuk	 tahun	 2023,	 di	 peiriodei	 Januari	 hingga	 Juli,	 teircatat	
1.125	kasus	narkoba.	Bahkan,	 dalam	einam	hari	 peirtama	bulan	 Juni	2024,	Polri	
teilah	 meindakwa	 794	 kasus	 tindak	 pidana	 narkoba	 di	 seiluruh	 Indoneisia.	
Peinindakan	 teirhadap	 kasus-kasus	 ini	 teirus	 beirtambah	 dari	 hari	 kei	 hari,	
meinceirminkan	 keiseiriusan	 dalam	 meinghadapi	 peirmasalahan	 yang	 seimakin	
meindeisak	 ini.7	 Polisi	 di	 Makassar,	 Sulaweisi	 Seilatan,	 teilah	 meingungkap	

 
4 Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia.Historis: Jurnal 

Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(1), 1-12. 
5 Siti Zubaidah., (2011).  PENYEMBUHAN KORBAN NARKOBA Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu. 

Medan : IAIN PRESS, hlm. 19. 
6 Ibid., hlm. 20. 
7 Pusiknas polri. (2022, 4 Februari).  Penindakan terhadap Kejahatan Narkoba Meningkat. 

Pusiknas.polri.go.id. Diakses pada 23 Oktober 2024. 
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peinyalahgunaan	narkoba	dan	beirhasil	meinangkap	365	orang	dalam	seirangkaian	
kasus	narkoba	antara	Januari	hingga	Seipteimbeir	2024.8	

Baru-baru	ini,	polisi	beirhasil	meinangkap	lima	anggota	jaringan	peireidaran	narkoba	
jeinis	sabu	di	Makassar,	Sulaweisi	Seilatan.	Seilain	itu,	satu	orang	lainnya	saat	ini	masih	
dalam	proseis	 peimeiriksaan.	Dalam	opeirasi	 teirseibut,	 pihak	 keipolisian	 juga	 beirhasil	
meinyita	 barang	 bukti	 seibanyak	 1,184	 kilogram	 sabu	 yang	 diteimukan	 di	 beirbagai	
lokasi	 para	 peilaku.9	 Hal	 ini	 meinunjukkan	 bahwa	 peinyalahgunaan	 narkoba	 masih	
teirjadi.	Padahal,	mayoritas	peinduduk	Indoneisia	adalah	peinganut	agama	Islam,	yang	
mana	seigala	seisuatu	yang	dapat	meimbahayakan	dilarang	untuk	dikonsumsi	meinurut	
ajaran	Allah	SWT.	Seibagaimana	teircantum	dalam	Al	Quran,	Surat	Al	Baqarah	ayat	195:	

	
ةِكَُلھَّْتلا ىَلإِ مُْكیدِیَْأبِ اوُقلُْت لاَوَ 	

Teirjeimahan:		
"Dan	janganlah	kamu	meinjatuhkan	dirimu	seindiri	kei	dalam	keibinasaan."	(QS	Al	
Baqarah:	195).	
Ayat	di	atas	meingingatkan	kita	untuk	tidak	meinyakiti	atau	meinceideirai	diri	seindiri.	
Peinggunaan	 narkoba,	 jeilas	 seikali,	 beirdampak	 buruk	 bagi	 keiseihatan	 fisik	 dan	
meintal	 individu.	 Deingan	 deimikian,	 kita	 dapat	 meinyimpulkan	 bahwa	 narkoba	
adalah	seisuatu	yang	dilarang.10	Seilanjutnya	dijeilaskan	dalam	Hadis	Riwayat	Abu	
Hurairah,	Nabi	Muhammad	Shallallahu	alaihi	wa	sallam	beirsabda:		

اًدَبَا اھَیف اًدَّلخَمُ اًدلِاخَ اھَیفِ ىَّدرََتَی مََّنھَجَ رِاَن يف وَھَُفُ ھسَفَْن لََتَقَف لٍَبجَ نْمِ ىَّدرََت نْمَ ,	 ُ ھسَفَْن لََتَقَف اَّمُس ىَّسحََت نْمَ وَ
اًدَبَأ اھَیف اًدَّلخَمُ اًدلِاخَ مََّنھَجَ رِاَن يفُ هاَّسحََتَی هِدَِی يفُ ھَّمُسَف ,	  مََّنھَجَ رِاَن يْفِ ھِنِطَْب يفُ أَّجوََتَی هِدَِی يفُِ ھُتَدیْدِحََفٍ ةَدیْدِحَبُِ ھسَفَْن لََتَق نْمَ و

	 اًدَبَأ اھَیْفِ اًدَّلخَمُ اًدلِاخَ
Teirjeimahan:		

"Barang	siapa	yang	seingaja	meinjatuhkan	dirinya	dari	gunung	hingga	mati,	maka	
dia	di	neiraka	jahanam	dalam	keiadaan	meinjatuhkan	diri	di	(gunung	dalam)	neiraka	
itu,	 keikal	 seilama	 lamanya.	Barang	 siapa	 yang	 seingaja	meineinggak	 racun	hingga	
mati	maka	racun	itu	teitap	di	tangannya	dan	dia	meineinggaknya	di	dalam	neiraka	
jahanam	dalam	keiadaan	keikal	seilama-lamanya.	Dan	barang	siapa	yang	meimbunuh	
dirinya	deingan	beisi,	maka	beisi	 itu	 akan	 ada	di	 tangannya	dan	dia	 tusukkan	kei	
peirutnya	di	neiraka	jahanam	dalam	keiadaan	keikal	seilama-lamanya."	(HR	Bukhari	
Nomor	5778	dan	Muslim	Nomor	109)11	

	
Hadits	ini	meineikankan	ancaman	seirius	bagi	meireika	yang	meineimpatkan	diri	pada	
jalan	keihancuran.	Peinggunaan	narkoba	jeilas	meirupakan	salah	satu	peinyeibab	yang	
dapat	meingarah	keipada	 keihancuran,	 kareina	narkoba	meimiliki	 eifeik	 yang	mirip	
deingan	racun.	Deingan	deimikian,	hadits	ini	juga	dapat	dijadikan	seibagai	dalil	untuk	
meinggugurkan	keihalalan	peinggunaan	narkoba.12	
	
Beirdasarkan	 statistik	 yang	 ada,	 peinyalahgunaan	 narkoba	 meirupakan	 masalah	
seirius	yang	dapat	meingancam	 inteigritas	 suatu	neigara.	Oleih	kareina	 itu,	peinting	

 
8 M Darwin Fatir. (2024, 17 September). Polrestabes Makassar tangkap 548 orang terkait kasus narkoba. 

Antara. Diakses pada 23 Oktober 2024. 
9 Andi Sitti Nurfaisah. (2024, 10 September), Polisi Tangkap 5 Pengedar 1 Kg Sabu di Makassar, 1 Pelaku 

Lainnya Buron. DetikSulsel. Diakses 23 Oktober 2024. 
10 Bustaman Usman. (2020, 10 Februari). Narkoba dalam Pandangan Islam. Majelis Permusyawaratan 

Agama (MPU). Diakses pada 23 Oktober 2024. 
11 Anonym. (2020, 25 Juli ). 5 Dalil Haramnya Narkoba. Muslim.okezone.com. Diakses pada tanggal 31 

Oktober 2024. 
12 Ibid. 
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untuk	 meinyadari	 bahwa	 peinyalahgunaan	 narkoba	 sangat	 beirbahaya	 dan	
meimeirlukan	 tindakan	 peinanggulangan	 yang	 seirius.	 Peingguna	 narkoba	 adalah	
individu	 yang	meingonsumsi	 zat	 teirlarang	 seicara	 ileigal.13	 Untuk	meinceigah	 dan	
meimbeirantas	 peinyalahgunaan	 seirta	 peireidaran	 geilap	 narkotika	 yang	 dapat	
meirugikan	 dan	meimbahayakan	 keihidupan	masyarakat	 seirta	 beirbangsa,	 diatur	
dalam	Pasal	60	Undang-Undang	Nomor	22	Tahun	1997	teintang	Narkotika,	yang	
teilah	 meingalami	 peirubahan	 meilalui	 Undang-Undang	 Nomor	 35	 Tahun	 2009.	
Peiraturan	 ini	 juga	 beirtujuan	 untuk	meimbeirikan	 eifeik	 jeira	 bagi	 para	 peilanggar	
meilalui	 peineirapan	 sanksi	 yang	 teilah	 diteintukan	 oleih	 peiraturan	 peirundang-
undangan.	 Deingan	 adanya	 peiraturan	 ini,	 diharapkan	 masyarakat	 akan	 meirasa	
leibih	aman.14	

	
Leimbaga	 peineigak	 hukum,	 teirutama	 keipolisian	 dan	 Badan	 Narkotika	 Nasional	
(BNN),	 meimainkan	 peiran	 yang	 sangat	 peinting	 dalam	 usaha	 peimbeirantasan	
peireidaran	 geilap	 narkoba.	 Keipolisian	 beirfungsi	 seibagai	 leimbaga	 utama	 yang	
beirtugas	 meineigakkan	 hukum,	 seirta	 meilakukan	 peinyeilidikan	 dan	 peinyidikan	
teirkait	 kasus-kasus	 narkoba.	 Di	 sisi	 lain	 BNN	 adalah	 leimbaga	
peimeirintah	keimeinteirian	 yang	 langsung	 beirtanggung	 jawab	 keipada	 Preisidein.	
Tugas	utama	BNN	adalah	meinceigah	dan	meimbeirantas	peinyalahgunaan	narkoba,	
yang	dilakukan	meilalui	koordinasi	yang	eirat	deingan	keipolisian.	
	
Apabila	teirdapat	dugaan	tindak	pidana,	 leimbaga	peineigak	hukum	beirhak	untuk	
meimulai	proseis	peinyidikan.	Dalam	rangka	meineintukan	apakah	teirdakwa	beinar-
beinar	 meilakukan	 tindakan	 yang	 dituduhkan,	 sangat	 peinting	 untuk	
meingumpulkan	bukti.	Bukti	 ini	beirpeiran	krusial	 tidak	hanya	dalam	peinyidikan,	
teitapi	 juga	 pada	 tahap	 peirsidangan,	 kareina	 nasib	 teirdakwa	 sangat	 beirgantung	
pada	 bukti	 yang	 disajikan.	 Hanya	 meilalui	 peimbuktian	 yang	 sah	 dapat	 pidana	
dijatuhkan	keipada	teirdakwa.	
Standar	peimbuktian	meirupakan	aturan	yang	meingatur	jeinis-jeinis	alat	bukti	yang	
dapat	 diteirima	 seisuai	 deingan	 keiteintuan	 undang-undang.	 Dalam	 meineintukan	
suatu	 tindak	 pidana,	 Pasal	 184	 ayat	 (1)	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Acara	
Pidana	(KUHAP)	meinguraikan	keilima	jeinis	alat	bukti	yang	sah	meinurut	hukum,	
yaitu:	 keiteirangan	 saksi,	 keiteirangan	 ahli,	 surat,	 peitunjuk,	 dan	 keiteirangan	
teirdakwa.	 Agar	 dapat	 dianggap	 sah	 dalam	 proseis	 peiradilan,	 seiluruh	 alat	 bukti	
teirseibut	harus	meimeinuhi	syarat	yang	teilah	diteitapkan.15		
Pasal	 188	 ayat	 (1)	 Kitab	 Undang-Undang	 Hukum	 Acara	 Pidana	 (KUHAP)	
meineigaskan	bahwa	alat	bukti	teirdiri	dari	peirbuatan,	peiristiwa,	atau	keiadaan	yang,	
meilalui	keiseisuaian	di	antara	eileimein-eileimein	teirseibut,	dapat	meinunjukkan	bahwa	
suatu	 tindak	 pidana	 teilah	 teirjadi	 beiseirta	 peilakunya.	 Seimeintara	 itu,	 ayat	 (2)	
meincatat	bahwa	alat	bukti	hanya	dapat	dipeiroleih	dari	keiteirangan	saksi,	dokumein,	
dan	 peirnyataan	 dari	 teirdakwa.	 Untuk	 meinceigah	 dan	 meimbeirantas	
peinyalahgunaan	 narkotika	 yang	 sangat	 meirugikan	 seirta	 meimbahayakan	

 
13 Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Narkotika. Jurist-Diction, 4(5), 1953. 
14 Badaru, B. (2020). Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Pleno Jure, 9(1), 58-

71. 
15 Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Narkotika. Jurist-Diction, 4(5), 1953. 
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keihidupan	 masyarakat,	 bangsa,	 dan	 neigara,	 dipeirlukan	 adanya	 peiraturan	
peirundang-undangan	yang	jeilas	dan	teigas	meingatur	masalah	ini.16	
Deingan	deimikian,	peinanganan	tindak	pidana	narkoba	meimeirlukan	keiteirlibatan	
aktif	dari	peinyidik	keipolisian	seirta	Badan	Narkotika	Nasional	(BNN).	Diharapkan,	
UU	Narkotika	dapat	meimbeirikan	keimudahan	bagi	peinyidik	dalam	meineigakkan	
hukum	 dan	meingadili	 para	 peilaku.	 Seilain	 itu,	 undang-undang	 ini	 juga	meinjadi	
peidoman	 bagi	 peingadilan	 dalam	 meinjatuhkan	 sanksi	 keipada	 para	 teirsangka	
tindak	 pidana	 narkoba.	 Tugas	 dan	 fungsi	 keipolisian	 seirta	 BNN	 dalam	
peimbeirantasan	narkoba	tidak	hanya	teirbatas	pada	peineigakan	hukum,	meilainkan	
juga	meincakup	upaya	peinceigahan	teirhadap	peinyalahgunaan	narkobaPeinyidikan	
meirupakan	 rangkaian	 tindakan	 yang	 dilakukan	 seisuai	 deingan	 proseidur	 yang	
diteitapkan	dalam	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Acara	Pidana.	Tujuannya	adalah	
untuk	meincari	dan	meingumpulkan	bukti	yang	dapat	meindukung	peingungkapan	
suatu	 tindak	 pidana	 seirta	meingeitahui	 ideintitas	 peilakunya,	 seipeirti	 yang	 diatur	
dalam	Pasal	1	ayat	(12)	Kitab	Undang-Undang	Hukum	Acara	Pidana.	
	
Beirdasarkan	 Pasal	 75	 Undang-Undang	 Nomor	 35	 Tahun	 2009,	 peinyidik	 BNN	
meimiliki	 keiweinangan	 untuk	 meilakukan	 beirbagai	 peimeiriksaan,	 teirmasuk	 teis	
urinei,	darah,	rambut,	DNA,	dan	bagian	tubuh	lainnya.	Namun,	dalam	praktiknya,	
dalam	meinangani	 kasus	 narkotika,	 aparat	 leibih	 seiring	meingandalkan	 teis	 urinei	
seibagai	meitodei	utama	untuk	meimastikan	apakah	seiseiorang	teilah	meingonsumsi	
narkotika.	Sayangnya,	 jika	pada	saat	peingungkapan	kasus	hanya	 teis	urinei	 yang	
teirseidia	dan	tidak	ada	bukti	peindukung	lainnya,	hal	ini	dapat	meinjadi	masalah.17		
Teis	urinei	seiring	dilakukan	oleih	peinyidik	kareina	hasilnya	dapat	dipeiroleih	deingan	
ceipat	dan	eifisiein.18		
Teis	 urinei	 meirupakan	 alat	 bukti	 yang	 sah	 untuk	 meimbuktikan	 kasus	
peinyalahgunaan	 narkoba,	 seisuai	 deingan	 Pasal	 184	 KUHAP.	 Peintingnya	 teis	 ini	
teirleitak	pada	keimampuannya	untuk	meineintukan	apakah	seiorang	teirsangka	teilah	
meingonsumsi	 narkotika.	 Oleih	 kareina	 itu,	 peilaksanaan	 teis	 urinei	 adalah	 suatu	
keiharusan.	

	
Jika	 hasil	 teis	 urinei	meinunjukkan	 positif	 teirhadap	 zat	 narkotika,	 hasil	 teirseibut	
akan	 dicatat	 dalam	 beirita	 acara.	 Dokumein	 ini	 beirisi	 rincian	 leingkap	 teintang	
proseidur	 peimeiriksaan,	 teirmasuk	 meitodei	 yang	 digunakan,	 waktu	 dan	 lokasi	
peingambilan	sampeil,	seirta	ideintifikasi	sampeil	yang	diuji.	Peinyusunan	beirita	acara	
ini	 dilakukan	 oleih	 peitugas	 laboratorium	 yang	 beirweinang,	 dan	 seilanjutnya	
ditandatangani	oleih	pihak	yang	beirtanggung	jawab.	
Beirita	acara	ini	meimiliki	peiranan	peinting	seibagai	alat	bukti	di	peingadilan,	kareina	
dapat	 digunakan	 untuk	 meimbuktikan	 bahwa	 teirdakwa	 teilah	 meinggunakan	
narkotika.	Deingan	deimikian,	dokumein	ini	meindukung	peinuntutan	dan	meimbantu	
hakim	dalam	meingambil	keiputusan	meingeinai	peirkara	yang	seidang	diadili.	
Jika	teis	urinei	tidak	dilakukan,	beirkas	peinyidikan	akan	dilanjutkan	kei	keijaksaan	
tanpa	diseirtai	surat	keiteirangan	hasil	teis	urinei.	Dalam	situasi	seipeirti	ini,	Keijaksaan	
Neigeiri	 beirhak	meingeimbalikan	 beirkas	 teirseibut,	meinganggapnya	 tidak	 leingkap.	

 
16 Ibid. 
17 Abidin., (2007).  Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan.  Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 

hlm. 22. 
18 Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 
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Sangat	 disayangkan,	 apabila	 peingujian	 urinei	 ditunda,	 maka	 akan	 sulit	 untuk	
meimastikan	apakah	teirsangka	beinar-beinar	meingonsumsi	narkotika,	kareina	urinei	
meimiliki	batas	waktu	teirteintu	di	mana	sifatnya	bisa	meinjadi	neitral.19	Oleih	kareina	
itu,	 peinyidik	 diwajibkan	 untuk	 meilakukan	 teis	 urinei	 seilama	 tahap	 peinyidikan.	
Meiskipun	 hasil	 teis	 urinei	 meinunjukkan	 neigatif,	 dokumein	 teirseibut	 akan	 teitap	
dilampirkan	 pada	 beirkas	 peinyidikan	 seibeilum	 diseirahkan	 keipada	 jaksa.	 Oleih	
kareina	 itu,	 peinyidik	 peirlu	 meilaksanakan	 teis	 urinei	 dalam	 tahap	 peinyidikan.	
Meiskipun	 hasil	 teis	 urinei	 meinunjukkan	 neigatif,	 dokumein	 teirseibut	 akan	 teitap	
dilampirkan	 pada	 beirkas	 peinyidikan	 seibeilum	 diseirahkan	 kei	 keijaksaan.	 Hal	 ini	
dikareinakan,	 meinurut	 pihak	 teirmohon,	 teis	 urinei	 dianggap	 seibagai	 alat	 bukti	
tambahan.20	 	Berdasarkan	uraian	 latar	belakang	masalah	 tersebut	di	 atas	maka	
dirumuskan	permasalahan	sebagai	ruang	lingkup	pembahasan	di	dalam	penelitian	
ini	 yakni;	 Bagaimana	 kekuatan	hukum	 	 uji	 	 urine	 dalam	membantu	penyidikan	
kasus	 penyalahgunaan	 narkotika	 di	 Kota	 Makassar.	 Dan	 faktor-faktor	 apa	 saja	
yang	memengaruhi	hasil	uji	urine	dalam	penyidikan	penyalagunaan	narkotika.	

	
METODE		

Jenis	 penelitian	 ini	 adalah	 penelitian	 hukum	 empiris,	 yakni	 penelitian	 yang	
dilakukan	 melalui	 studi	 lapangan.	 Dalam	 penelitian	 ini	 dikumpulkan	 data	 dari	
sejumlah	 responden	 yang	 kemudian	 diolah	 sesuai	 dengan	 teknik	 analisis	 yang	
dipakai,	 lalu	 dituangkan	 dalam	 bentuk	 deskriptif	 guna	 memperoleh	 gambaran	
kondisi	 sebenarnya	 dari	 hukum	 sebagai	 kenyataan	 sosial.	 Dengan	 demikian,	
penelitian	ini	akan	mencoba	untuk	mengevaluasi	secara	empiris	Uji	Urine	Sebagai	
Alat	 Bukti	 dalam	 Penyidikan	 	 Penyalagunaan	 Narkotika	 dan	 Obat-Obat	 di	 kota	
Makassar	dengan	mengumpulkan	dan	menganalisis	data	empiris	yang	relevan.	

	
PEMBAHASAN	

A. Kekuatan	 Hukum	 Uji	 Urine	 dalam	 Membantu	 Penyidikan	 Kasus	
Penyalagunaan	Narkotika	
Hasil	 pemeriksaan	 sampel	 urine,	 pada	 dasarnya	 dilakukan	 dengan	 tujuan	 untuk	
memberikan	 keyakinan	 pada	 aparat	 penegak	 hukum	 terkait	 penindakan	 terhadap	
tersangka	nantinya,	baik	itu	untuk	kelengkapan	bukti	penyidik,	surat	dakwaan	oleh	
Jaksa	Penuntut	Umum,	dan	penjatuhan	putusan	oleh	hakim	di	persidangan.	Selain	itu,	
dengan	 adanya	 tes	 urine,	maka	 akan	 ada	 kemudahan	 bagi	 aparat	 penegak	 hukum	
untuk	 mengadili	 tersangka	 atau	 terdakwa.	 Hasil	 pemeriksaan	 sampel	 urine,	 pada	
dasarnya	 dilakukan	 dengan	 tujuan	 untuk	 memberikan	 keyakinan	 pada	 aparat	
penegak	 hukum	 terkait	 penindakan	 terhadap	 tersangka	 nantinya,	 baik	 itu	 untuk	
kelengkapan	 bukti	 penyidik,	 surat	 dakwaan	 oleh	 Jaksa	 Penuntut	 Umum,	 dan	
penjatuhan	putusan	oleh	hakim	di	persidangan.	Selain	itu,	dengan	adanya	tes	urine,	
maka	akan	ada	kemudahan	bagi	aparat	penegak	hukum	untuk	mengadili	 tersangka	
atau	terdakwa.21	
Narkotika	 diatur	 dalam	Undang-Undang	Nomor	 35	Tahun	 2009	 tentang	Narkotika	
sebagai	 perubahan	 atas	 Undang-Undang	Nomor	 22	 Tahun	 1997	 dan	 Surat	 Edaran	

 
19 Malau, P., Bhakti, R. T. A., & Putri, A. (2022). PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA 

KASUS NARKOTIKA. PETITA, 4(1), 1–11. 
20 Ibid. hlm. 8. 
21 Oktavianingrum, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). Peran Hasil Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana 

Narkotika di Persidangan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus) (Doctoral dissertation, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
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Mahkamah	Agung	Nomor	04	Tahun	2010	tentang	penetapan	penyalahgunaan,	korban	
penyalahgunaan,	dan	Pecandu	Narkotika	ke	dalam	Lembaga	Rehabilitasi	Medis	dan	
Rehabilitasi	Sosial	sebagai	pengganti	dari	Surat	Edaran	Mahkamah	Agung	Nomor	07	
Tahun	2009.	
Walaupun	 telah	 ada	 peraturan	 yang	 melarang	 adanya	 penyalahgunaan	 narkotika,	
tetapi	dalam	kenyataannya	penyalahgunaan	narkotika	tetap	ada,	bahkan	sekarang	ini	
persoalan	narkotika	menjadi	masalah	serius	bagi	bangsa	Indonesia.	Penyalahgunaan	
narkotika	inilah	yang	membahayakan	karena	akan	membawa	pengaruh	terhadap	diri	
si	pemakai,	di	mana	 ia	akan	kecanduan	dan	hidupnya	akan	 tergantung	pada	zat-zat	
narkotika,	 yang	 jika	 tidak	 tercegah	 (terobati),	 jenis	 narkotika	 yang	 digunakan	 akan	
semakin	kuat	dan	semakin	besar	dosisnya	sehingga	akan	memperparah	keadaan	diri	
pecandu.22	
Menurut	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2009,	Narkotika	adalah	zat	atau	obat	yang	
berasal	dari	 tanaman	atau	bukan	tanaman,	baik	sintetis	maupun	semi	sintetis,	yang	
dapat	 menyebabkan	 penurunan	 atau	 perubahan	 kesadaran,	 hilangnya	 rasa,	
mengurangi	 sampai	 menghilangkan	 rasa	 nyeri,	 dan	 dapat	 menimbulkan	
ketergantungan,	yang	dibedakan	ke	dalam	golongan-golongan	sebagaimana	terlampir	
dalam	Undang-Undang	 ini.	 Istilah	 narkotika	 yang	 dipergunakan	 pada	 penelitian	 ini	
sama	 artinya	 dengan	 “drug”,	 yaitu	 sejenis	 zat	 yang	 apabila	 dipergunakan	 akan	
membawa	 efek	 dan	 pengaruh-pengaruh	 tertentu	 pada	 tubuh	 si	 pemakai.23	 Dasar	
seseorang	dapat	dikatakan	sebagai	penyalaguna	narkotika	dapat	dibuktikan	dengan	
menggunakan	tes	urine	ataupun	sckining.	Hal	ini	sebagaimana	disampaikan	oleh	Nurul	
Qalbi	 selaku	 anggota	 koordinator	 Rehabilitasi	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 Provinsi	
Sulawesi	Selatan:24	

“Dasar	seseorang	dapat	dikatakan	penyalahgunaan	narkotika	dapat	dilakukan	
melalui	skrining.	Skrining	ini	menggunakan	alat	tes	urine	atau	instrumen	lain	
seperti	formulir	skrining	ASSIST	(Alcohol,	Smoking,	and	Substances	Involvement	
Screening	Test).	Ketika	mendeteksi	penyalahgunaan	melalui	tes	urine,	hasilnya	
hanya	menunjukkan	positif	atau	negatif.	Jika	hasilnya	positif,	individu	tersebut	
dapat	 dianggap	 sebagai	 penyalahguna.	 Namun,	 skrining	 menggunakan	
instrumen	ASSIST	akan	memberikan	hasil	yang	lebih	akurat.”	

Dalam	menghadapi	persoalan	narkotika	yang	menjadi	masalah	 serius,	peran	aparat	
penegak	hukum	terutama	pihak	kepolisian	dan	Badan	Narkotika	Nasional	sangatlah	
penting.	 Kepolisian	 memegang	 peranan	 penting	 dalam	 penyalagunaan	 narkotika.	
Kepolisian	merupakan	 lembaga	yang	pertama	kali	menangani	kasus	narkotika	yang	
dapat	melakukan	 penyelidikan	 dan	 penyidikan.	 Peran	Kepolisian	 khususnya	 polsek	
setempat	 sebagai	 tempat	 aduan	masyarakat	 Karena	 dianggap	 paling	 dekat	 dengan	
masyarakat	sekaligus	sebagai	tempat	yang	paling	pertama	menangani	kasus	narkotika	
sebelum	 dilimpahkan	 ke	 Polrestabes.	 Hal	 ini	 sebagaimana	 disampaikan	 oleh	 Muh.	
Syahril	selaku	kasium	polsek	bontoala,	ia	mengatakan:25	

“Penangkapan	 narkotika	 dapat	 dilakukan	 karena	 2	 hal,	 yaitu:	 diduga	 dan	
tertangkap	 tangan.	 Prosesnya	 dimulai	 dengan	 penangkapan	 individu	 yang	
diduga	 sebagai	 penyalahguna	 narkotika,	 kemudian	 dibawa	 ke	 kantor	 polisi	

 
22 Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang 

Berkeadilan. Jurnal penegakan hukum dan keadilan, 1(2), 166-181. 
23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
24 Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 3 Desember 2024.  
25 Aiptu Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala. Wawancara. Makassar, 13 Desember 2024. 
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setempat.	 Selanjutnya,	 individu	 tersebut	 diserahkan	 ke	 Unit	 Narkotika	
Polrestabes.	 Biasanya,	 penyalahguna	 narkotika	 yang	 ditangkap	 langsung	
dijemput	dan	tidak	diizinkan	bermalam	di	polsek	karena	harus	menjalani	tes	
urine	secepatnya.”	

	
Muh.	Syahril	juga	menambahkan	bahwa	penanganan	tindak	pidana	narkotika	berbeda	
dengan	tindak	pidana	umum.	Selengkapnya	Muh.	Syahril	mengatakan:26	

“Penanganan	kasus	narkotika	berbeda	dengan	kasus	pidana	lainnya.	Jika	kasus	
pidana	 umumnya	 memerlukan	 waktu	 1x24	 jam	 untuk	 menentukan	 status	
tersangka,	kasus	narkotika	memerlukan	waktu	hingga	7	hari.	Jika	dalam	1x24	
jam	 belum	 terbukti,	 dapat	 diberikan	 perpanjangan	 3	 hari.	 Jika	masih	 belum	
selesai,	dapat	diperpanjang	lagi	3	hari,	sehingga	total	menjadi	7	hari.”	

Menurut	 Muh.	 Syahril	 penanganan	 narkotika	 bisa	 mencapai	 7	 hari	 karena	
membutuhkan	proses	yang	panjang	dan	harus	melakukan	tes	urine	di	 laboratorium	
yang	berwenang.	Selengkapnya	Muh	Syahril	mengatakan:27	

“Penanganan	 kasus	 narkotika	 memerlukan	 waktu	 hingga	 7	 hari	 karena	
prosesnya	panjang	dan	kompleks.	Proses	ini	meliputi	penangkapan,	pembuatan	
surat	 permintaan	 tes	 laboratorium,	 pengiriman	 barang	 bukti,	 analisis,	 dan	
pengiriman	 hasil	 tes.	 Setelah	 itu,	 dilakukan	 gelar	 perkara,	 penyidikan,	 dan	
pembuatan	 surat	 perintah	 penahanan.	 Meskipun	 demikian,	 proses	 ini	 dapat	
selesai	sebelum	7	hari	jika	hasil	laboratorium	keluar	lebih	cepat.”	

Tidak	 hanya	 kepolisian,	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 juga	 memiliki	 peranan	 penting	
dalam	kasus	narkotika.	Badan	Narkotika	Nasional	 sebagai	 lembaga	pemerintah	non	
kementrian	 yang	berkedudukan	di	 bawah	dan	bertanggung	 jawab	 kepada	Presiden	
melalui	 koordinasi	 Kepolisian	 guna	 mencegah	 dan	 memberantas	 penyalahgunaan	
narkotika.	 Sebagaimana	 tercantum	 dalam	 Undang-Undang.	 Berdasarkan	 Undang-
Undang	Nomor	35	tahun	2009	Pasal	75,	Penyidik	BNN	berwenang	untuk	“Melakukan	
tes	urine,	tes	darah,	tes	rambut,	tes	asam	dioksiribonukleat	(DNA),	dan/atau	tes	bagian	
tubuh	lainnya.”28	
Tes	urine	itu	sendiri	merupakan	alat	pendeteksi	yang	menandakan	sebuah	jalan	pintas	
kepada	penegak	hukum	dengan	prosedur	 yang	menggunakan	urine	 sebagai	 sampel	
untuk	membantu	mendeteksi	masalah	kesehatan	pada	tubuh..	Dengan	adanya	tes	urine	
sebagai	suatu	bentuk	dari	kegiatan	mendeteksi	dini	penyalahgunaan	narkotika	yang	
bertujuan	guna	mengetahui	keberadaan	narkotika	yang	ada	pada	tubuh	sehingga	dapat	
diberikan	penanganan	atau	rehabilitasi.	Hasil	 tes	urine	itu	dapat	diterapkan	sebagai	
alat	bukti	surat	yang	sah	dalam	persidangan.	
Pada	penerapannya	tes	urine	ini	tidak	harus	dilakukan	pada	semua	kasus	narkotika.	
Hal	 ini	 sebagaimana	 disampaikan	 Agustinus	 Sollu	 selaku	 Penyidik	 Madya	 Badan	
Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	ia	mengatakan:29	

“Dalam	kasus	narkotika,	tes	urine	tidak	wajib	dilakukan,	kecuali	berdasarkan	
kebijakan	penyidik.	Jika	sudah	ada	dua	alat	bukti	yang	sah	dan	memadai,	maka	
tes	urine	tidak	diperlukan.”	

 
26 Aiptu Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala. Wawancara. Makassar, 13 Desember 2024. 
7. Aiptu Muh. Syahril selaku kasium polsek bontoala. Wawancara. Makassar, 13 Desember 2024. 
28 Firmansyah, R. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Narkotika. Jurist-Diction, 4(5), 1953. 
29 KOMBES POL Dr. Agustinus Sollu. Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 3 Desember 2024. 
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Hal	yang	sama	disampaikan	oleh	Nurul	Qalbi	selaku	anggota	koordinator	Rehabilitasi	
Badan	Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan:30	

“Tes	 urine	 di	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 (BNN)	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	
merupakan	 prosedur	 pelayanan	 di	 Bagian	 Koordinator	 Rehabilitasi.	 Namun,	
tidak	 semua	 kasus	 narkotika	 memerlukan	 tes	 urine.	 Jika	 tersangka	 sudah	
mengakui	mengunakan	 narkotika,	 tes	 urine	 tidak	 perlu	 lagi	 dilakukan	 untuk	
menghindari	pemborosan	anggaran.”	

Tes	 urine	 ini	 sendiri	 bisa	menjadi	 alat	 bukti	 sah	menurut	 Pasal	 184	KUHAP	 dalam	
pembuktian	perkara	penyalahgunaan	narkotika.	Tes	urine	ini	sangatlah	penting	untuk	
dilakukan	 terhadap	 tersangka	 untuk	menentukan	 benar	 atau	 tidak	 seseorang	 telah	
menggunakan	narkotika,	sehingga	tes	urine	ini	harus	dilakukan.	Hal	ini	sebagaimana	
disampaikan	Agung	Firmansyah	selaku	Penyidik	Ahli	Muda	Badan	Narkotika	Nasional	
Provinsi	Sulawesi	Selatan,	ia	mengatakan:31	

“Hasil	 laboratorium	 dari	 lab	 terakreditasi,	 seperti	 Laboratorium	 Badokka	
Makassar	 atau	 laboratorium	 lainnya,	 dijadikan	 alat	 bukti	 dalam	 kasus	
narkotika,	 bukan	 hasil	 tes	 dari	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 (BNN).	 Proses	
pengambilan	 sampel	 urine	 dilakukan	 sesuai	 Standar	 Operasional	 Prosedur	
(SOP).”	

Berdasarkan	 hasil	 wawancara	 dengan	 penyidik,	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 dalam	
melakukan	 uji	 urine	 terdapat	 prosedur	 atau	 SOP	 dalam	 pengambilan	 sampel	 urine	
selengkapnya	mencakup	:	
Pengambilan	sampel	harus	diperhatikan	dan	dilakukan	dengan	benar	sesuai	dengan	
Standar	 Operasional	 Prosedur	 (SOP).	 Adapun	 hal-hal	 yang	 harus	 diperhatikan	 saat	
pengumpulan	spesimen	urine,	yaitu:		

a. Dalam	 pemeriksaan	 di	 bidang	 toksikologi	 klinik	 volume	 sampel	 urine	 yang	
biasanya	diambil	yaitu	setengah	dari	pot	urine.		

b. Sebelum	 pengambilan	 sampel,	 petugas	 laboratorium	 akan	 menjelaskan	
prosedur	pengambilan	sampel	urine.		

c. Sebelum	 melakukan	 pengambilan	 sampel,	 lokasi	 pengambilan	 sampel	 harus	
ditentukan	terlebih	dahulu.		

d. Peralatan	yang	digunakan	untuk	pengambilan	sampel	harus	memenuhi	syarat	
seperti:	 kering,	 bersih,	 dan	 tidak	 mengandung	 bahan	 kimia	 yang	 dapat	
menyebabkan	 terjadinya	 kontaminasi	 pada	 sampel	 serta	 bertutup	 ulir	 agar	
sampel	tidak	mudah	tumpah.32	

Berbicara	pada	proses	pembuktian	 tersangka	dalam	 tindak	pidana	narkotika,	pihak	
Penyidik	 narkoba	 haruslah	 mempunyai	 bukti	 yang	 kuat	 dari	 pelaku.	 Seperti	 yang	
diketahui	 dan	 yang	 diatur	 dalam	 KUHAP	 Pasal	 183	 yaitu	 untuk	 dapat	 memutus	
bersalah	 seseorang	 hakim	 mendasarkan	 pada	 dua	 alat	 bukti	 yang	 sah	 sehingga	 ia	
memperoleh	 keyakinan	 bahwa	 suatu	 tindak	 pidana	 benar-benar	 terjadi	 dan	 bahwa	
terdakwalah	yang	bersalah	melakukannya.	Pasal	183	KUHAP	ditegaskan	bahwa	hakim	
tidak	boleh	menjatuhkan	pidana	kepada	seseorang	kecuali	berdasarkan	2	(dua)	alat	
bukti	 yang	 sah	 dan	 keyakinan	 bahwa	 telah	 terjadi	 tindak	 pidana	 yang	 dilakukan	

 
30 Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 3 Desember 2024.  
31 Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 12 Desember 2024. 
32 Elmayanti, E. (2023). ANALISIS KADAR TIMBAL (Pb) PADA SPESIMEN URINE PEKERJA BENGKEL 

KENDARAAN RODA DUA DI BANJAR ALAS ARUM, DENPASAR SELATAN (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI 
ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI). 
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terdakwa.	Seseorang	dapat	dijadikan	tersangka	apabila	memiliki	sekurang-kurangnya	
dua	 alat	 bukti	 yang	 sah	menurut	 undang-undang.	 Alat	 bukti	 yang	 sah	 seperti	 yang	
diatur	Kitab	undang-undang	hukum	acara	pidana	(KUHAP)	yang	tertera	dalam	Pasal	
184	yaitu	keterangan	saksi,	keterangan	ahli,	surat,	petunjuk	dan	keterangan	terdakwa.	
Jika	pelaku	tindak	pidana	narkotika	ingin	dibuktikan	kesalahannya	maka	diperlukan	
sekurang-kurangnya	dua	alat	bukti	yang	sah.	
Dalam	 kasus	 narkotika	 keterangan	 tersangka,	 menyebutkan	 terdakwa	 itu	 sendiri,	
berbicara	 masalah	 barang	 bukti,	 di	 dalam	 kasus	 narkoba	 hasil	 tes	 urine	 yang	
dituangkan	dalam	kertas,	maka	hasil	tes	urine	tersebut	dapat	sebagai	pengganti	barang	
bukti	 narkoba	 dan	 dalam	 kasus	 penganiayaan	 disebut	 Visum	 Et	 Repertum	 (VER)	
keduanya	disebut	bukti	surat	yang	dapat	dijadikan	sebagai	pengganti	barang	bukti	alat	
melakukan	 kejahatan,	 dan	 informasi	 data/elektronik	 dapat	 juga	 dijadikan	 sebagai	
bukti	jika	jelas	sumbernya	sebagaimana	diatur	dalam	UU	ITE	sehingga	unsur	Pasal	184	
KUHAP	tentang	alat	bukti	limitatif	terpenuhi	secara	sempurna.33	
Oleh	karena	 itu,	 apabila	 seseorang	merolehan	 tes	urine	positif,	maka	hasil	 tersebut	
akan	dicatat	dan	dimasukkan	ke	dalam	sebuah	berita	acara	pengujian	 resmi.	Berita	
acara	pengujian	ini	kemudian	disusun	oleh	petugas	laboratorium	yang	berwenang	dan	
ditandatangani	 oleh	 pihak	 yang	 bertanggung	 jawab.	 Selanjutnya,	 berita	 acara	 ini	
diperuntukkan	guna	alat	bukti	 surat	pada	proses	hukum.	Namun	hasil	 tes	urine	 ini	
tidak	bisa	atau	belum	cukup	dijadikan	sebagai	alat	bukti	tanpa	adanya	alat	bukti	lain	
yang	telah	ia	peroleh.	Karena	hasil	tes	urine	itu	diperiksa	tidak	secara	ilmiah	dan	hasil	
tes	urine	tersebut	tidak	100%	bisa	benar,	misalnya	seseorang	di	tes	urine	dan	hasilnya	
positif,	ketika	di	interogasi	ia	mengaku	habis	meminum	obat	dari	resep	dokter	yang	di	
dalam	obat	tersebut	mengandung	dextro	atau	obat	batuk	yang	mengandung	prekusor	
narkotika,	 hal	 ini	 perlu	 diselidiki	 lebih	 lanjut	 di	 laboratorium	 forensik	 untuk	
membuktikan	 apakah	 dia	 benar	 menggunakan	 obat	 dari	 resep	 dokter	 atau	 hanya	
sekedar	alasan.	sehingga	tes	urine	tidak	dapat	berdiri	sendiri	tetapi	harus	ada	barang	
bukti	lainnya.	Hal	ini	sebagaimana	disampaikan	oleh	Agustinus	Sollu	selaku	Penyidik	
Madya	Badan	Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	ia	mengatakan:34	

“Hasil	 tes	urine	positif	 atau	negatif	 tidak	secara	otomatis	menentukan	status	
tersangka.	 Penentuan	 tersangka	 bergantung	 pada	 gelar	 perkara	 dan	
memerlukan	minimal	dua	alat	bukti.	Hasil	tes	urine	hanya	salah	satu	alat	bukti	
pendukung	dalam	kasus	tindak	pidana	narkotika.”		

Namun	hasil	uji	urine	yang	positif	tidak	dapat	langsung	ditetapkan	sebagai	tersangka	
narkotika	karena	ada	proses	evaluasi	yang	lebih	lanjut	yang	dilakukan	penyidik.	Hal	ini	
sebagaimana	disampaikan	oleh	Agung	Firmansyah	selaku	Penyidik	Ahli	Muda	Badan	
Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	ia	mengatakan:35	

“Hasil	tes	urine	positif	tidak	secara	otomatis	menjadikan	seseorang	tersangka.	
Diperlukan	 evaluasi	 lanjutan	 untuk	 membedakan	 antara	 korban	
penyalahgunaan	dan	pelaku.	Penyidik	harus	mempertimbangkan	bukti	lainnya	
untuk	 menentukan	 status	 tersangka,	 mengingat	 perubahan	 pandangan	
terhadap	pengguna	narkotika	yang	bukan	pengedar	atau	kurir.”	
	
	

 
33 Anonim.  Narkoba.  scribd.com, diakses pada tanggal  15 Desember 2024.  
34 KOMBES POL Dr. Agustinus Sollu. Penyidik Madya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 3 Desember 2024. 
35 Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 12 Desember 2024. 
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Secara	umum	penanganan	perkara	tindak	pidana	penyalagunaan	narkotika	di	Badan	
Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan	dapat	dilihat	pada	tabel	berikut:	
Tabel	 1.	 Data	 Penanganan	 Kasus	 Penyalagunaan	 Narkotika	 di	 Badan	 Narkotika								

Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan	
No.	 Keterangan	 Tahun	2022	 Tahun	2023	

1.	 Jumlah	Penyalaguna	 189	 160	

2.		 Jumlah	Kategori	Tersangka	 28	 47	

3.		 Jumlah	Rehabilitasi	 188	 160	

					Sumber	:	Badan	Narkotika	Nasional	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	2023.	
Berdasarkan	tabel	di	atas,	dapat	diketahui	bahwa	secara	umum	terdapat	peningkatan	
kasus	 narkotika	 kategori	 tersangka	 di	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 Provinsi	 Sulawesi	
Selatan.	 Pada	 tahun	2022,	 dari	 total	 189	penyalaguna,	 28	orang	ditetapkan	 sebagai	
tersangka.	Pada	tahun	2023	jumlah	penyalaguna	menurun	menjadi	160,	namun	jumlah	
tersangka	 meningkat	 menjadi	 47.	 Jika	 melihat	 data	 rehabilitasi	 menunjukan	
peningkatan	 signifikan.	 Pada	 2022	 hanya	 satu	 penyalaguna	 yang	 tidak	 menjalani	
rehabilitasi.	 Sementara	 itu,	 pada	 tahun	 2023,	 semua	 penyalaguna	 menjalani	
rehabilitasi,	mencapaitingkat	99%.		
Hal	yang	sama	juga	disampaikan	oleh	Agung	Firmansyah	saat	ditanya	mengenai	kasus	
narkotika	 di	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 selama	 2	 tahun	
terakhir	ini	apakah	mengalami	peningkatan	atau	tidak,	beliau	mengatakan:36	

“Kasus	 narkotika	 di	 Sulawesi	 Selatan	 cenderung	 meningkat.	 Namun,	 jumlah	
penyalahguna	mengalami	penurunan,	seiring	peningkatan	rehabilitasi	karena	
Penyalahguna	langsung	dirujuk	ke	klinik	tanpa	melalui	proses	pengadilan.”	

Pasal	 15	 Undang-Undang	 Nomor	 35	 Tahun	 2009	 tentang	 narkotika	 menjelaskan	
bahwa	arti	dari	penyalaguna	 itu	sendiri	adalah	orang	yang	menggunakan	Narkotika	
tanpa	hak	atau	melawan	hukum.37	Sedangkan		Pasal	1	angka	14	Kitab	Undang-Undang	
Hukum	Acara	Pidana	(KUHAP)		yang	dimaksud	dengan	tersangka	adalah	seorang	yang	
karena	 perbuatannya	 atau	 keadaannya,	 berdasarkan	 bukti	 permulaan	 patut	 diduga	
sebagai	pelaku	tindak	pidana.38	
Saat	penyidik	dimintai	pendapat	mengenai	tes	urine	ini	sudah	efektif	atau	belum	untuk	
dijadikan	alat	bukti	untuk	membantu	proses	penyidikan.		Agung	Firmansyah	misalnya	
berpendapat	bahwa	sudah	cukup	efektif	atau	dengan	kata	lain	cukup	bisa	membantu,	
namun	tidak	dapat	berdiri	sendiri	dalam	artian	harus	ada	bukti	lainnya,	selengkapnya	
ia	menyatakan:39	

“Hasil	 pemeriksaan	 sampel	 urine	 cukup	 efektif	 dalam	 membantu	 penyidikan,	
namun	tidak	dapat	berdiri	sendiri	sebagai	alat	bukti.	Harus	didukung	dengan	bukti	
lain	seperti	keterangan	saksi	atau	barang	bukti.”	

	

 
36 Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 12 Desember 2024. 
37 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. 
38 Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
39 Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 12 Desember 2024. 
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B. Faktor-Faktor	 Yang	 Memengaruhi	 Hasil	 Uji	 Urine	 Dalam	 Penyidikan	 Kasus	
Penyalagunaan	Narkotika	
Melihat	dari	data	statistik	kasus	yang	ada	sampai	saat	 ini	kasus	narkotika	 terutama	
kategori	tersangka	terus	meningkat	dari	tahun	ke	tahun,	padahal	narkotika	itu	dapat	
memberikan	dampak	negatif	bagi	penggunanya.	Berbagai	upaya	telah	dilakukan	oleh	
penegak	 hukum	 terutama	 BNN,	 seperti	 upaya	 preventif	 (pencegahan)	 dan	 upaya	
represif	 (penindakan)	 dengan	 menindak	 semua	 orang	 yang	 menyalagunakan	
narkotika	 yang	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 undang-undang	 yang	mengaturnya.	 Dalam	
melaksanakan	 upaya	 penyelidikan	 dan	 penyidikan	 anggota	 BNN	 dalam	menangkap	
menangkap	 seseorang	 yang	 diduga	 sebagai	 penyalaguna	 narkotika	 wajib	
menggumpulakan	 alat	 bukti	 yang	 cukup.	 Salah	 satu	 cara	 membuktikannya	
menggunakan	tes	urine.40		
Tes	 urine	 itu	 sendiri	 merupakan	 salah	 satu	 cara	 untuk	 menentukan	 benar	 atau	
tidaknya	seseorang	menggunakan	narkotika	dengan	menggunakan	sampel	urine.	Tes	
urine	 ini	 sendiri	 dapat	menjadi	 alat	 bukti	 surat.	 Alat	 bukti	 surat	 ini	 sangat	 penting	
karena	 dapat	 digunakan	 dalam	 persidangan	 untuk	 membuktikan	 bahwa	 terdakwa	
telah	menggunakan	narkotika,	sehingga	dapat	mendukung	penuntutan	dan	membantu	
Hakim	dalam	memutuskan	perkara.	Akan	tetapi,	urine	dari	tersangka	tidak	dapat	lagi	
menentukan	 benar	 atau	 tidak	 tersangka	 menggunakan	 narkotika	 karena	 Terdapat	
beberapa	 hal	 yang	 menjadi	 faktor	 penghambat	 proses	 pembuktian	 dalam	 perkara	
narkotika	dengan	menggunakan	hasil	tes	urine	yaitu:	

1. Kurang	akuratnya	hasil	ter	urine	
Tes	 urine	 memiliki	 keakuratan	 yang	 lebih	 rendah	 dibandingkan	 dengan	 tes	
darah,	 tes	 rambut	dan	 tes	DNA	yang	mencapai	bisa	mencapai	100%	akurasi.	
Oleh	karena	itu,	penggunaan	tes	urine	seringkali	menyulitkan	penyidik	dalam	
menentukan	 status	 tersangka	 sebagai	 pengedar	 atau	 pemakai	 dan/atau	
pengedar	dan	pemakai.	
Ketidakakuratan	dari	hasil	uji	urine	ini	dapat	dipengaruhi	oleh	beberapa	faktor,	
yaitu	:	
1) Penggunaan	obat-obat	tertentu		
Mengonsumsi	 obat-obat	 tertentu	 dapat	 menyebabkan	 false	 positive	 atau	
positif	palsu	pada	saat	tes	urine,	contohnya	:	obat	salesma,	antidepresen,	pil	
diet,	 beta	 blocker,	 obat	 deman	 	 positif	 amfetamin,	 ibuprofen,	 SSRIs,	 obat	
PTSD	 atau	 OCD	 positif	 benzodiazepine	 dan	 obat	 tidur.41	 Hal	 yang	 sama	
ungkap	 oleh	 Heru	 Afianra	 selaku	 anggota	 Koordinator	 P2M	 Badan	
Narkotika	 Nasional	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 saat	 ditanya	 apakah	
penggunaan	 obat-obat	 tertentu	 dapat	 mempengaruhi	 hasil	 urine,	 ia	
mengungkap:42	
“Penggunaan	 obat-obatan	 tertentu	 dapat	 mempengaruhi	 hasil	 uji	
urine.	 Oleh	 karena	 itu,	 sebelum	 melakukan	 tes,	 perlu	 dipastikan	
tersangka	mengkonsumsi	obat-obatan	dalam	seminggu	terakhir	atau	
tidak.	 Karena	 ada	 beberapa	 obat-obatan	 yang	 dapat	 terdeteksi	
didalam	 parameter.	 Alat	 uji	 urine	 memiliki	 beberapa	 parameter,	

 
40 Firmansyah, R. (2020). Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Narkotika (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). 
41 Bayu Galih Permana. (2023, 27 Desember). Definisi dan manfaat, prosedur, lama narkoba bertahan 

dalam urine, keakuratan. Hello sehat. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024. 
42 Heru Arfianra. Anggota Koordinator P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara.  Makassar, 15 Desember 2024. 
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seperti	tespack	dengan	3-8	parameter.	Untuk	rehabilitasi,	digunakan	
alat	uji	urine	minimal	7	parameter.”	

2) Menambahkan	 air	 didalam	 sampel	 urine	 atau	 mengencerkan	 sampel	
dengan	meminum	air	
Metode	ini	adalah	salah	satu	cara	termudah	untuk	menurunkan	konsentrasi	
obat	dalam	urine.	Meminum	air	dalam	jumlah	besar	mampu	menurunkan	
kadar	 zat	 hingga	 di	 bawah	 ambang	 batas	 pemeriksaan.	 Dilusi	 juga	 bisa	
terjadi	 secara	 tidak	 sengaja	 pada	 pasien	 yang	mendapatkan	 cairan	 infus	
atau	 dalam	 terapi	 diuretik.	 Hal	 yang	 sama	 juga	 disampaikan	 oleh	 Nurul	
Qalbi,	ia	mengungkapkan:43	
“Sebelum	 melakukan	 tes	 urine,	 botol	 yang	 digunakan	 harus	
dipastikan	 dalam	 keadaan	 steril	 dan	 tidak	 tercampur	 air	 dengan	
tujuan	 untuk	 menghindari	 kontaminasi	 dan	 memastikan	 hasil	 tes	
yang	akurat.”	

3) 	Mengonsumsi	makanan	tertentu	atau	melakukan	ingesti	zat	penyamar	
Mengonsumsi	beberapa	zat	untuk	menyembunyikan	obat	adiksi,	misalnya	
dengan	 konsumsi	 niasin	 atau	 Goldenseal	 yang	 dipercaya	 bisa	
“membersihkan”	 urine.	 Konsumsi	 niasin	 dalam	 dosis	 besar	 bisa	
menyebabkan	toksisitas	dan	berhubungan	dengan	morbiditas	pasien.	
Mengonsumsi	makanan	 tertentu	 juga	dianggap	dapat	memengaruhi	hasil	
uji	urine,	namun	Nurul	Qalbi	menjelaskan	bahwa	hal	tersebut	tidak	dapat	
di	 buktikan	 secara	 ilmiah	dan	belum	ada	 literaturnya	namun	banyak	 isu	
yang	menganggap	bisa.	Selengkapnya	ia	menjelaskan:44	
“Konsumsi	 makanan	 tertentu	 diduga	 memengaruhi	 hasil	 tes	 urine	
secara	ilmiah	belum	dapat	dibuktikan	karena	tidak	ada	literature	atau	
evidence	yang	membahasnya.	Namun	berdasarkan	konseling	dengan	
pengguna,	 beberapa	 menyatakan	 bahwa	 konsumsi	 susu	 beruang	
dengan	 yusi	 atau	 air	 kelapa	mempengaruhi	metabolisme	 dan	 hasil	
tes.”	

4) Suhu	penyimpanan	urine45	
Menurut	Nurul	Qalbi	agar	hasil	urine	tidak	berubah	atau	rusak	sampel	urine	
harus	disimpan	didalam	ruang	pendingin,	selengkapnya	ia	mengatakan:	
“Sampel	uji	 urine	harus	disimpan	dalam	kondisi	 suhu	dingin	untuk	
menjaga	 keakuratan	 hasil.	 Sampel	 positif	 yang	 memerlukan	
identigikasi	lebih	lanjut	harus	disimpan	dalam	box	dingin	atau	kulkas	
sebelum	 dikirim	 ke	 laboratorium.	 Penyimpanan	 yang	 tepat	 ini	
menghindari	perubahan	komposisi	urine	akibat	faktor	lingkungan.”	
	

5) Keterlambatan	penyidik	tes	urine	

 
43 Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 3 Desember 2024. 
44 Nurul Qalbi. Anggota koordinator Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 3 Desember 2024. 
45 Gabriela Widjaja. Tindakan medis tes narkoba. Alomedika.com. diakses pada tanggal 15 Desember 

2024. 
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Menurut	Agung	Firmansyah,	salah	satu	faktor	yang	mempengaruhi	hasil	uji	
urine	 yaitu	 keterlambatan	 penyidik	 untuk	 melakukan	 uji	 urine,	
selengkapnya	beliau	mengatakan:46	
“Faktor	 keterlambatan	 penyidikan	 dapat	 mempengaruhi	 hasil	 tes	
urine.	 Zat	 narkotika	 hanya	 bertahan	 3	 hari	 dalam	 tubuh.	
Keterlambatan	 penyidik	 melakukan	 tes	 urine	 dapat	 menyebabkan	
hasil	negatif,	meskipun	individu	tersebut	merupakan	penyalahguna.	
Penting	bagi	penyidik	memahami	faktor	medis	ini	dan	mengacu	pada	
Peraturan	 BNN	 tentang	 Waktu	 Tunggu	 Analisis	 (TAT)	 untuk	
menghindari	kesalahan	penanganan”	

2. Tes	Urine	cepat	hilang	
Maksudnya	 cepat	 hilang	 yaitu	 urine	 dari	 seseorang	 yang	 menggunakan,	
maksudnya	yaitu	apabila	 tes	urine	 terperiksa	negatif	karena	 telah	ada	upaya	
dari	 pihak	 tersangka	 untuk	 menghilangkan/menetralisir	 urine	 sedangkan	
barang	bukti	tidak	ditemukan	maka	pihak	penyidik	nantinya	tidak	berhak	untuk	
menangkap	 tersangka	 dan	 perkara	 tersebut	 nantinya	 tidak	 akan	 sampai	 di	
Kejaksaan	Negeri	 padahal	 tersangka	 tersebut	 benar	menggunakan	 narkotika	
tetapi	 tidak	 terbukti	 akibat	 lemahnya	 tes	urine	 ini.47	Hal	 ini	 juga	diakui	 oleh	
Heru	 Arfianra	 selaku	 Anggota	 koordinator	 P2M	 Badan	 Narkotika	 Nasional	
Provinsi	Sulawesi	Selatan,	ia	mengungkapkan:48	
“Lama	urine	dalam	tubuh	tergantung	pada	metabolisme	tubuh.	kita	tidak	
dapat	 menetukan	 waktu	 pastinya.	 karena	 setiap	 orang	 memiliki	
metabolisme	 tubuh	 yang	 berbeda-beda,	 serta	 sangat	 dipengaruhi	 oleh	
parameter	alat	uji	urine	yang	digunakan.”	

3. Tes	urine	mudah	dimanipulasi	lebih	memberatkan	tersangka	sebagai	pengguna	
maka	nantinya	dapat	juga	dilakukan	tes-tes	lainnya	seperti	tes	rambut,	tes	DNA,	
atau	tes-tes	lainnya.	

4. Sulit	untuk	menentukan	sebagai	pengedar	atau	hanya	menyimpan	
Jika	hasil	uji	urine	negatif,	akan	tetapi	ditemukan	barang	bukti	maka	penyidik	
akan	sulit	menentukan	apakah	tersangka	tersebut	sebagai	pengedar	atau	hanya	
menyimpannya	saja.	

5. Tidak	ada	alat-alat	tes	lainnya	
Apabila	bisa	memilih	 tes	apa	yang	akan	digunakan	untuk	menentukan	benar	
atau	 tidak	 seseorang	 menggunakan	 narkotika	 maka	 pihak	 kejaksaan	 lebih	
memilih	untuk	menggunakan	tes	rambut	atau	tes	darah.	bahwa	tes	rambut	ini	
masih	 bisa	menentukan	 benar	 atau	 tidak	 seseorang	menggunakan	 narkotika	
dalam	kurun	waktu	6-12	bulan	sedangkan	tes	darah	dibawah	6	bulan.	Sangat	
bertolak	belakang	dengan	tes	urine	yang	hanya	bisa	76	menentukan	benar	atau	
tidak	seseorang	menggunakan	narkotika	dalam	kurun	waktu	hanya	1	minggu	
saja.	Apabila	tes	urine	dari	tersangka	negatif	tetapi	dengan	petunjuk-petunjuk	
yang	ditemukan.49	

 
KESIMPULAN	DAN	SARAN		

 
46 Agung Firmansyah. Penyidik Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara. Makassar, 12 Desember 2024. 
47 Malau, P. (2023). PENGARUH KELEMAHAN ALAT BUKTI TES URINE PADA KASUS NARKOTIKA. 
48 Heru Arfianra. Anggota Koordinator P2M Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. 

Wawancara.  Makassar, 15 Desember 2024. 
49 Ibid.  
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Kekuatan	 hukum	 tes	 urine	 tidak	 dapat	 berdiri	 sendiri	 sebagai	 alat	 bukti,	 tetapi	 harus	
didukung	oleh	alat	bukti	lainnya,	karena	tes	urine	masuk	kategori	alat	bukti	surat.	Oleh	
karena	 itu,	 tes	 urine	 tidak	 terlalu	 memegang	 peranan	 penting	 dalam	 menentukan	
seseorang	menjadi	tersangka,	namun	cukup	membantu	penyidik	menetukan	apakah	dia	
pemakai,	pengedar	atau	keduanya.	Hal	ini	dipengaruhi	oleh	sejumlah	faktor,	antara	lain:	
1)	 Penggunaan	 obat-obat	 tertentu;	 2)	 Menambahkan	 air	 dalam	 sampel	 urine;	 3)	
mengonsumsi	 makanan	 tertentu	 atau	 melakukan	 ingesti	 zat	 penyamaran;	 4)	 Suhu	
penyimpanan	urine	yang	tidak	tepat;	dan	5)	keterlambatan	penyidik	dalam	melakukan	
tes	urine.		
	
Penyidik	 Badan	 Narkotika	 Nasional	 Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 sebaiknya	
mempertimbangkan	metode	tes	lain	yang	lebih	efektif,	seperti	tes	darah	sebagai	metode	
penyidikan	alternatif	yang	lebih	akurat	dan	efektif	karena	mampu	mendeteksi	zat	kimia	
secara	cepat,	akurat	dan	langsung	bersirkulasi	dalam	darah.	Badan	Narkotika	Nasional	
Provinsi	 Sulawesi	 Selatan	 juga	 perlu	 memperkuat	 sarana	 dan	 prasarana	 guna	
meningkatkan	 efiensi	 penyidikan	 termasuk	 menyediakan	 laboratorium	 portabel	 dan	
kendaraan	 operational	 untuk	 mempercepat	 proses	 penyidikan	 dan	 mengurangi	
keterlambatan	tes	urine.	
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